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Bali Dikerubuti KSP|{

oi-rnr.ur-yu tr t u*usan seba-g-ai-Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

fxfpiiiiS".^"1ir- a"f"* i"*n1*" t.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

N.mor 50 Tahun ZOf f t""t""g-n""ca"a Ind"k Pembangunan Kepariwisataan Na-

sional Tahrrn 2010 - ZOZ-S, .to-"o".rrut 84, yang dilengkap-i dengan topoglafi kawasan-

;;;. P;;;",* i"i ai""i'"""g[.;;J' #ssit3P."::l!^"-" 2011' dan masuk dalam

il'";b';; NA;R;p;ttik"Indonesia Taliun 2011 Nomor 125'

dan Reklamaii

rekomendasi, di antaranYa: kawasan
Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya,
serta Taman Nasional BaIi Barat (TNBB)
dan Pulau Menjangan dikeluarkan dari
Lampiran PP No. 50 Tahun 2011 ten-
tans KSPN. Rekomendasi yang dikirim
kepida Mgnteri Pariwisata (Menpar) itu
mendapatkan respons yang menyata&an
bahwi Menpar tidak setuju dengan
semua rekomendasi tersebut. Namun,
di sisi lain dia pun menyatakan bahwa
nenolakan tersebut bukanlah keputusan
menteri tetapi keputusan presiden (BP,

a/8). Hal ini tentu mengundang reaksi
negatif masyarakat Bali, yang saat- ini
ma.-sih berkutat dengan persoalan rekla-
masi Teluk Bt:noa, karena belum jelas
keputusan akhirnYa.

Fenomena tersebut berpotensi men'
jadi ajang po titicking para cal-on kepala
da""uh fang maju Pada Pilkad?- !er-
entak nanti. Semoga tidak demikian'
masyarakat jangan sqmpql menjadi
korban janji-janji populis. Hendaknya
memilih pemimPin Yang baru dengan
kecerdasan dan nuraninYa'

Lalu mengapa Tim Pengkaji 11 KSPN
merekomendasikan agar Besakih dan
vans lainnva clikeluarkan dari KSPN?
"Seti'daknya ad:l dua aspek yang dijadi-

una membe.rikan Pertim-
bangan kepada Pemerintah
pusat mengenai KS.FN, di
Bali telah dibentuk Tim
Penskaii 11 KSPN. Tim ini
kedudian mengeluarkan

kan sebagai dasar, yakni aspek normatif
dan ancaman sosial budaYa.

Secara normatif, definisi KSPN dari
Peraturan Pemerintah itu (Pasal 1,

avat 6) adalah, "kawasan yang memiliki
funesi utama pariwisata atau memiliki
potensi untuk pengembangan pariwisata
nasional yang memPunYai Pengaruh
nentins abtam satu atau lebih aspek.
seperti" pertumbuhan ekonomi. sosial
dan budiya. pemberdayaan sumber d-aya

alam. daya dukung lingkungan hidlp.
serta peitahanan dan keamanan." Be-
rarti kiwasan tersebut telah ditetapkan
sebagai p.otensi pengembangan pariwisa-
ta nasiohal. Adapun jenis parrwrsata
rrans cocok untuk dikembangkan di sana
in"tter.r, pada budaya. pemberdayaan
alad dan daya dukung lingkungan
hidupnya.

Dilam pemberdayaan alam dan daYa
dukung lingkungan hidup, pemerintah
mer,nbiginf2 menjadi tiga daya tarik
utama paiiwisata, yakni daYa tarik
wisata a1am, wisata budaya, dan wisata
hasil buatan manusia. Persoalannya,
yans telah berjalan selama ini di Bali.-ketiganya 

selalu berkutat di tempat
tujuin pariwisata mana pun-yang ada
di BaIi. Tidak ada alokasi dukungan
definitif untuk satu daya tarik pariwisa-
ta. Karena itu, setiap infrastruktur yang
dibangun untuk tujuan pariwisata padS
akhirnya akan dibebani oleh clampak
samping dari tujuan utama pariwisata
itrir -Contoh 

klasiknya ad{ a[ O_e{c_e;f -
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Kasus Korupsi di Unfliksha Sing iraja

Tiga TersangkaLarn
Menunggu Ditahan
Denpasar (Bali Post) - I Nyoman Mustiara (makelar

Penyidik Kejaksaan Tinggr
(Kejati) Bali sudah menetapkan
lima orang sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi
atau maik up pembangunan
FOK Universitas Pendidikan
Ganesha (Undiksha) Singaraja.
Namun, pihak penyidik menya-
takan bahwa kemunskinan
{ersangka akan bertimbah.
pari lima tersangka itu, dua
rli antaranya sgdah dilalrrkan
penahanan dan tiga lainnya
belum.I Kasipenkum Humas Ke-
jati BaIi, Ashari Kurniawan
{idampingi Kasi Penuntutan
Gede Arthana, Jumat (7/8) ke-
marin lelum mau memastikan'
soal kemungkinan bertambah- .

nya tersangka kasus ini. "Soal
Undiksha, belum ada perkem-
bangan. Soal penahanan, kita
masih menunggu petunjuk
pimpinan," katanya. i

Namun dsmikian, sampai
saat inLpenyidik masih fokus
melakukan pemberkasan terh-
adap dua tersangka yangsudah
ditahan, yaitul Wayan Suarsa
@ejabat Pembuat Komitmen)
dan I Nyoman Mustiara (make-
lar tanah).

"Saat ini fokus pemberkasan
dua tersangka ini supaya bisa
4ilanjutkan ke proses selanjut-
nya," tandas Ashari.

Selain Suarsa dan Mustiara,
tiga tersangka lainnya dalam
kasus ini yaitu Nengah Nawa
(Kepala Desa Jineng Dalem),
$ri Putu Sugirinata (Kabag
Perencanaan Undiksha) dan I
Dewa Komang Indra (makelar
tanah) tinggal menunggu waktu
untuk menyusul dua tersangka
lainnya masuk bui. Sebelum- ,

nya diberitakan, kelima ter-
sangka yaitu IWayan Suarsa
@ej abat Pembuat Komitmen),

tanah) Nengah Nawa (Kepala
Desa Jineng Dalem), Sri Putu
Sqgirinata (Kabag Perenca-
nahn Undiksha) dan I Dewa
K{mang Indra (makelar tanah)
diduga melakukan ntarh up
harga tanah dari harga Rp 6,5
juta per are menjadi Rp 18 juta
per are. Tanah yang digunakan
untuk Kampus Undi-ksha ini
baru diltuasakan meniual oleh
kelima ters4ngka. Lalu, tanah
ini akhirnya dilunasi setelah
alokasi dana Rp 7 miliar un-
tuk pengadaan lahan ini cair.
Dari perhitungan inilah ada
kerugian negara mencapai Rp

._3 miliar. (kmb37)
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Komisi Xl DPR-RI dan Tiga Kementerian
,^r ' 1' , T.f ^1^::_1 T\ y\
Sosrahsasl Kebryakan DanaDesa di Badung

KOMISI XI DPR-RI ber- j.rktarr 
-d-girg-an 

te[ah disah- Desa yang bersumber dari
:gma ti.qa.kementerian ya_kni kannya UU No. 6 T]ahun 2014 APBN seb"agai;an; alJrr,
Kementerian Keuangan, Ke- teltang desa dan lperaturan dengan pp"No. 22 Tahunmendagri dan Kementerian pelaksanaannya. fentu, hal 201b1. Sesuai pF ziil p""g-
Desa, Pemb_angunan Daerah ini mengandrlng tonsekue- g.tnaan aa.ru a;;eip;i";it""-
Tertinggal dan Transmigrasi nsi akan semakin fertambah fan untuk pe*Uu"d;" d""
TI memilih Kabupaten Ba- \u-atnyq daya taiwar desa pemberday'ar;;;;-i;;;;l;i.
dung sebagai telpat.pgl{g- 4ilg+- sistem perrterintahan ' n"uii..".ip""v.r.i;;;;"
lplgga-raan sosialisasi Kebi- di hidonesia,-semakin be- desa tahap I'y;f,gdl;t ei""-jakan Dana Desa. Sosielisasi sarnya kewenangan desa dan lurkan tL t rhip.t""it otuberlangsungdiRuangKertha semakin besarnya sumber sudah -;";;;;i r1p-b,izs
Gosana lugnem Badung, pendapatan yang dikelola triliun. Dana ini setu"a dl.r-
{l-$t (7/8) kemarin. Acara oleh desa. finun 2015 ini gang8,408persendarialolaii
dibuka Sekretaris Jenderal APBD Badung yang diar- [urr" d""u'yu;*;h;;;;y"
Kemrenterian Keuangan RI ahkan untuk dlsa -meliputi; disalurkan ;-h;p i t;ii"
D_r. rladiyantg, S.H., L.LM., dana desa Rp b,7 miliar lebih, Rp 8,806 triliun.'Reailsasi
CITP.sertadihadiril'}enjabat AlokasiDanaDesa(ADD)Rp dana'desa np a,rzi-i"iii""
B*upati lad.gng Ir. I Ny2man 34,5 miliar lebih, d-ana bagi tersebut disaiurlan k;p;4"
Harry Yudha Saka, M.M., hasilpaja\ daerah dan retr'i- 438 dari ag+ trU"plt"rJtoit
gLn_ggota Komisi XI DPR-RI busi daerah sebesar Rp 237,8 penerima dana desa. "Tolal
I 9rt,  _s_n.tg Ra_i wirajaya, ?iliar lebih. Total dana yang i.ttggu"ar d."sa ,".a"r, .ra-
S.E., M'M., Staf Khusus Ke- diterima oleh masing-masing sioiil untuk tahun 201b ipmenterian Keuangan Arif desa di Kabupate+ Ba$gng 20,2 triliun. Masing-masing
Budimanta, tim sosialisasi antara !n 4,6 TiJiar lebi[ desa akan ^"n""i-i npl-f+
d_ari ketiga kementeriat saTpai Rp 9,? milig lebih. juta,,'terangnya.
I-{adir pyla anggo_ta peRD 

-_ 
sekjen Kemdnterian - 

Khusus riniuk Kabupaten
Badur,r.e sutarmao sekda_Ba- Keuangan RI Hadiyanto me- Badung, dana desa ;;t;p
dung Kompyang R. Swandika. nyampaikan, sosi{lisasi ini I telah disalurkan. 26 .Iunrppra camat, serta perbekel 

$l_g_e-lar sebagai_tindaklanjut. 201b Rp 2,293 miliar yangse-Badung. uUNomor6Tahunj20l4ten- me"upukar,40 persen"dari
_- Penjabat Bupati Badung tang Desa khususnya terkait alokasi dana desa TA ZOi5
Harry Yudha Saka men-yam- dengan dana desa.-Pemerin- dan total yang diterima ba-but baik atas dipililnya tah_telahmenetapkan PP No. dung tahun ZdfS selesar np
Badung sebagai penyeleng- 60 Tahun 2014 tentang Dana 1a,gr6 miliar. (ad6lb)
garaan sosialisasi kebijakan
dana desa. Berkenaan den-
gan dana desa yang sempat
menjadi isu sentral bahkan
sempat menjadi polemik,
diharapkan akan memberi
pemahaman yang sama se-
hingga berbagai tafsir yang
sempat muncul selama ini
dapat diluruskan. "Kami me-
nyambut baik sosialisasi ke-
bijakan dana desa ini karena
sangat sejalan dengan komit-
men kami untuk menjadikan
desa sebagai pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Badung. Kami
harapkan, melalui sosialisasi
ini dapat mempercepat terjal-
innya komunikasi, koordinasi
dan pemaha1an yang utuh sosIALISAsl-PenjabatBupatiBadung I Nyoman Harry
t-erhadap kebijakan dana Yudhq Saha menerima Komisi XI DPE-RI bersama tigo
desa," jelasnya. hementerian yakni Kementerian Keuengan, Kemendagri

Dikatakannya, be,sarny a .serta Kementerian Desa, Pernbangunai Da,erah Tertiig-
perhatian pemerintah terh- gal dun Transmigyasi RI, terhait sosiolisasi hebijahin
adap eksistensi desa. ditun- dana desa.

I
t

L.
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Pertumbuhan Ekonomi

Karangasem Terendah di Bali

RAPAT - Pimpinan satuan herja peranghat duerah di
Karangasem mengi.huti rapat anggarai untuh tahun
2016, hem.arin.

Rp 875 miliar.
Sementara itu. Sekda

Karangasem Ir. Gde Adnya
Mulyadi yang memimpin
tim anggaran eksekutif serta
Kepala Bappeda Karan-
gasem Ketut Sedana Merta,
mengakui tahun 2012 per-
tumbuhan ekonomi Karan-
gasem memang terendah di
Bali. Sedana Merta mensa-
takan. pertubuhan ekonJmi
Karangasem pada tahun
itu berada pada titik nadir.
Namun untuk tahun 2014
dan sampai kini, pertumbu-
han ekonomi Karangasem
dibantah Adnya Mulyadi
kalau dikatakan terendah
di Bali. "Tahun 2013 dan
2014. pertumbuhan ekonomi
Karangasem bukan terendah
di Bali, tetapi nomor enam di
Bali." katanya.

Sekda Adnya menyatakan
setuju guna meningkat per-
tumbuhan ekonomi Karan--
gasem. perlu mendororig
sektor pertanian sebagai
penyumbang PDRB tertinggi.
Namun diakui karena ang-
garan pertanian langsung
menyentuh ke petani, kerap
ada kendala. Pengalaman
tahun lalu, banyak anggaran
tak mampu dilaksanakan,
karena terkendala kelompok
tani ada yang belum solid
dan satuan kerja perangkat
daerah yang menanganinya
khawatir menjadi masalah
hukum ketika anggaran di-
gelontorkan begitu saja.

Adnya mengatakan
pihaknya merancang pertum-
buhan ekonomi tahun 2016
berkisar 5 -6 pelsen. Terkait
itu, anggota DPRD Wayan
Swastika, menyatakan tak
sependapat jika pertumbu-
han ekonomi targetnya tak
pasti, dengan menggunakan
kisaran 5 - 6 persen. "Per-
tumbuhan ekonomi itu har-
usnya bukan kisaran, tetapi
pasti lima ataukah enam
persen. Dulu pertumbuhan
ekonomi Karangasem per-
nah dipatok enam persen,"
katanya. (013)

Amlapura (Bali Post) -
Pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Karangasem ter-
golong terendah di Bali. Kar-
ena itu, penyumbang pendap-
atan regional domestik bruto
(PRDB) terbesar yakni sektor
pertanian. mestinya digenjot
oengan pemberran anggaran
yang lebih besar.

Hal itu disampaikan ang-
gota DPRD Karangasem
Komang Sudanta, S.E. saat
rapat tim anggaran di DPRD
Karangasem, Jumat (Z/8)
kemarin. Sudanta menilai,
penyebab paling rendahnya
pertumbuhan ekonomi di
Karangasem, karena sek-
tor pertanian yang menjadi
prioritas pertumbuhannya
paling lambat. Padahal, sek-
tor pertanian masih menjadi
penyumbang PDRB tertinggi.
Sebanyak 49 persen dari pen-
duduk Karangasem bekerja
di sektor pertanian dalam
arti luas. "Karena sebagian
penduduk sebagai peiani
dan pertanian masih menjadi
penyumbang PDRB tertinggi,
mesti diupayakan bagarmana
agar sektor pertanian k:bih
diperhatikan untuk diberi-
kan anggaran lebih besar.
Petani melalui kelompok tani

mesti dibantu," katanya.
Menurut Sudanta. tak

hanya target pertumbuhan
ekonomi yang mestinya dike-
jar, tetapi juga harus ada pe-
merataan. Selama ini, timpa-
ng pendapatan antara petani
dengan pekerja di sektor
jasa dan industri. Masalah
ketimpangan pendapatan ini
menyebabkan kemiskinan
masih tinggi.

Sudanta asal Desa Tegall-

inggah menga[akan, jika
dibandingkan. ternyata Jem-
brana dan Gianyar dalam
beberapa tahun terakhir ini,
terlihat tak terdampak infla-
si. Selain itu, kedua kabupat-
en itu mampu menurunkan
angka penduduk miskinnya
secara signifikan. Padahal,
APBD Karangasem tak ber-
beda jauh dengan APBp Jem-
brana dan Gianyar. D[ mana
APBD Karangasem, Rp 1.?

triliun, sementara Gianyar
dan Jembrana Rp 1,6 triliun
dan Rp 1 triliun lebih.

Dari catatan Bali Post,
komposisi antara belanja tak
langsung (BTL) dan belanja
langsung (BL) APBD Jem-
brana terlihat sangat mendu-
kung. BTL Jembrana hanya
Rp 59 miliar, sementara BL
Rp 89 miliar dan belanja
modal sangat besar mencapai


